BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DARSONO
KABUPATEN PACITAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomorl23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah; :

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

12, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN

AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DARSONO
KABUPATEN PACITAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Bupati adalah Bupati Pacitan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sitem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis/Perangkat Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
pleksibilitas dalam dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui-bersama_oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan BEEEIES 1—Qacr hh.
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Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan pengguna anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur. _

Standar akuntansi keuangan adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan
oleh ikatan profesi akuntansi indonesia dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan suatu entitas usaha.

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul
dari aktifitas BLUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan
ekuitas bersih. _

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensijasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan akuntansi BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono
Kabupaten Pacitan terdiri atas:

a. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan

b. Kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono
Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

: BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan diPacitan
Pada tanggal 30. - 12 - 2019
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Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2019

Y SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN }

Dr. Ir. HERU WIWOHO S.P., M.Si
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